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Abstract.The li'an incident occurred because a husband accused his wife of adultery and did not acknowledge the 

child she gave birth to. Discussing this issue is very important, especially in the current situation where technological 

advances and times require firm and clear legal regulations to prevent li'an events in the Muslim family environment. 

Because Li'an attaches importance to the integrity and continuity of the relationship The marriage is forever. The 

breakup of marriage carried out by li'an is one form of marriage fasakhnya, which means the breakup of the 

marriage forever and is not allowed to return or reconcile. Separately, because of li'an, the child's bloodline has 

been cut off, and the child was taken from his.  
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Abstrak.Peristiwa li’an terjadi karena seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak yang 

dilahirkannya. Membahas permasalahan ini sangatlah penting, apalagi dalam situasi saat ini dimana kemajuan 

teknologi dan zaman memerlukan peraturan hukum yang tegas dan jelas untuk mencegah terjadinya peristiwa li'an 

di lingkungan keluarga umat Islam. Karena Li'an mementingkan keutuhan dan kelangsungan hubungan Pernikahan 

itu selamanya. Putusnya perkawinan yang dilakukan li'an merupakan salah satu bentuk perkawinan fasakhnya, yang 

berarti putusnya perkawinan itu untuk selama-lamanya dan tidak diperkenankan kembali atau rujuk kembali. Secara 

terpisah, karena li'an, garis keturunan anak tersebut telah terputus, dan anak tersebut diambil dari  ibunya dan 

dipisahkan dari ayahnya. Tidak akan ada kehidupan atau warisan, terhindar dari hukuman hadd jika li'an tidak 

terlaksanakan, dia tidak akan bisa menjatuhkan hukuman Hadd. Dalam perspektif Maqasid Syariah, penerapan akibat 

hukum li'an berupaya untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kasus li'an, termasuk suami, istri, dan anak. 

 

Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Li’an, Maqashid Syari‟ah 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut hukum Islam, perkawinan disyariatkan untuk menjaga kehormatan dan 

keturunan serta untuk melindungi diri dari perbuatan zina (Bakhri & Musyaffa, 2023; Gunawan, 

2023; Nurhasnah, 2023; Nurliana, 2022, 2023). Tujuan menjaga keturunan adalah agar nasab 

tetap jelas dalam hukum Islam dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia (Abu Yazid 

Adnan Quthny & Ahmad Muzakki, 2021; Chodir, 2023; Lutfhi et al., 2023; Zunaidi, 2021). 

Ikatan perkawinan juga menghasilkan hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak-anak maupun keluarga besar, yaitu bapak, ibu, dan bapak ibu mertua. 

Dalam Islam, keluarga dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan sekedar fitrah 

manusia atau kebutuhan biologis belaka, namun keluarga merupakan landasan kehidupan 
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bermasyarakat dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta menjaga tugas kepemimpinan manusia 

di muka bumi dalam hal ketaatan. Hal ini menciptakan fungsi dan tugas yang harus dilakukan 

manusia. 

Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga hendaknya suami istri menjaga hubungan 

kekeluargaan yang baik, menciptakan suasana hidup yang rukun, saling menghormati, 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam keluarga, menjaga keharmonisan hubungan baik, 

keharmonisan, mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan hubungan, baik jasmani 

maupun rohani, serta dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri. 

Segala sesuatu yang membahayakan atau bahkan menghancurkan pernikahan adalah hal yang 

dibenci dalam Islam. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan bisa hidup damai dan 

tenteram. Fluktuasi kehidupan keluarga terus berlanjut dan timbul berbagai persoalan yang dapat 

merusak atau menghancurkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di antara 

sekian banyak persoalan keluarga yang dapat menimbulkan kerugian antara laki-laki dan 

perempuan bahkan menghancurkan ikatan perkawinan, ada sumpah laknat antara laki-laki dan 

perempuan yang disebut li'an. 

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh isterinya 

melakukan perzinahan atau mengingkari anak yang dilahirkannya (Iqbal, 2019; Kusmayanti, 

2020), namun suami tidak dapat menghadirkan atau memanggil empat orang saksi dan isteri tidak 

dapat memberikan kesaksian yang menentang tuduhan tersebut. Dia membantah tuduhan 

suaminya dengan bersumpah bahwa suaminya telah menuduhnya berbohong. Masalah ini disebut 

li'an (Adzim et al., 2023). 

"Li’an" adalah ungkapan khusus yang digunakan untuk menuduh istri melakukan 

perzinahan, yang menjadi alasan bagi suami untuk menolak anak yang dikandung atau dilahirkan 

oleh wanita tersebut. Li'an dikenal juga dengan kesaksian yang disertai sumpah suami-istri yang 

diberikan di pengadilan (Andrizal et al., 2023; Maisan & Ghani, 2007). 

Ketentuan hukum li’an memberikan solusi terhadap permasalahan antara suami dan istri 

dalam kasus dugaan perzinahan (Muthmainnah, 2023). Oleh karena itu, li’an menjadi hukum 

tersendiri dalam hukum keluarga Islam (fiqh), yang menjelaskan tidak hanya kaidah hukumnya 

saja tetapi juga sebagian besarnya. Dan yang terpenting adalah permasalahan yang berkaitan 

dengan akibat hukum dari syariah itu sendiri. Akibatnya hukum li’an terikat pada kelangsungan 

dan keutuhan hubungan perkawinan dan keturunan selama-lamanya. Selain itu, hukum syariat 
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li’an juga memberikan perlindungan terhadap status suami, istri, dan anak atau status anak setelah 

munculnya li’an serta status ahli waris. 

Kasus putusnya perkawinan seperti ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, bisa jadi 

karena ada dorongan untuk menceraikan istri sehingga menuduhnya melakukan perzinahan untuk 

memuluskan perceraiannya, atau bisa jadi karena ada fitnah yang melanda rumah tangga mereka 

dan mereka tidak menemukan titik temunya sehingga terjadi tuduhan seperti yang diharapkan, 

atau karena memang terbukti bahwa sang istri benar-benar melakukannya dan tertangkap tangan 

atau karena yang lainnya juga. Hal hal seperti ini perlu di ajarkan dalam ilmu pendidikan Islam 

sebagai bekal persiapan putra-putri kita sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.  

Lembaga pendidikan yang hanya mengedepankan nilai nilai keduniaan seringkali bermuara 

kepada perbuatan yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, munculnya gaya hidup hedon 

(Wismanto, Ananda et al., 2024), ucapan dan lisan yang tidak terjaga , (Anggraini et al., 2024) 

lupa dengan kehidupan akhirat (Masnur et al., 2024; Mauliza et al., 2024; Sinta et al., 2024; 

Wismanto, Saputra et al., 2024), tidak mengerti mana perbedaan antara perbuatannya masuk 

dalam kategori syirik atau tidak (Dewi et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur 

AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto., Zuhri 

Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018) dan lain sebagainya.  

Namun dari dua displin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah 

menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus 

kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang 

bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait 

dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur’an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, 

Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk 

membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur’an dan sunnah (Deprizon, 

Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, 

Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, 

Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter 

religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; 

Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 

2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, 

n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di 
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susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur’an (Deprizon, 

Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; 

Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam 

terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun 

sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska 

Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022).  

Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasi ilmu 

keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, 

Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; 

Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, 

Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; 

Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 

2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi 

Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).  

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur. 

Para penulis mengumpulkan sumber penelitian yang menjadi topik pembahasan, antara lain buku, 

jurnal, dan literatur lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari hasil para peneliti terdahulu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi yang bertujuan untuk mengkaji data dari literatur dan 

mengambil data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Di sisi lain, karena sifat 

penelitiannya, penulis menggunakan data yang membantu dalam menggambarkan, 

mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga dapat berkembang 

sesuai dengan kndisi data (analisis deskriptif). Sifat penelitian ini digunakan karena tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai keberadaan poligami dalam perspektif syariah 

dan kenyataan secara fakta. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam Hukum Islam, Islam mengatur perihal perkawinan pada pasal 113 pada bab ke-16.  

Hukum ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 mengenai Pernikahan 

yang dapat putus karena udzur Kematian dan Perceraian. 

 

Kematian 

Kematian ialah berakhirnya kehidupan manusia atau makhluk hidup di muka bumi. Jika 

salah seorang sepasang suami istri meninggal dunia, maka putuslah perkawinan antara mereka. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur putusnya perkawinan akibat kematian diatur 

dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) yaitu: a) sebagian dari harta bersama yang telah meninggal 

menjadi hak milik pasanggan yang masih hidup. b) pembagian harta bersama bagi suami maupun 

istri yang jika salah satunya terjerat hutang, maka harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 

matinya yang hakiki ataupun mati secara hukum atau menurutn keputusan pengadilan agama. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: 

a) Suami wajib melakukan masa iddah agar tidak terjadinya fitnah jika istrinya telah meningggal 

dunia. b) Suami yang ditinggal istrinya meninggal, melakukan berkabung dengan cara yang telah 

ditentukan. 

 

Perceraian 

Perceraian berarti berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dalam kehidupan berkeluarga (Fauziah et al., 2020; Hasan et al., 2023; Renti Ardina 

Gajah et al., 2023; Witoro, 2021). Perceraian dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara 

seorang pria dan seorang wanita. Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena talak atau 

karena proses perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) sebagai berikut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” Talak ini bertujuan untuk menceraikann 

sepasang suami istri agar sah menurut ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

117 dijelaskan bahwa “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 129, 230 dan 131” 
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Dalam Kompilasi Hukum Isam (KHI) talak terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: yang pertama 

"talak Raj'i ialah talak kesatu atau kedua yang mana aeorang suami berhak rujuk kembali 

kepada istri pada saat masa iddah" yang mana terdapat dalam pasal 118. yang kedua talak Ba'in 

Sughraa ialah talak yang tidak diperbolahkan untuk rujuk kembali tetapi diperbolehkan untuk 

akad nikah lagi dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah" terdapat dalam pasal 119. 

ketiga talak Ba'in Kubra ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. talak ini tidak 

diperbolehkan untuk rujuk maupun menikah lagi kecuali mantan suami atau istri menikah lagi 

kemudian bercerai ba'da al-dukhul dan telah habis masa iddahnya" terdapat dalam pasal 120. 

Keempat "talak Sunny atau talak yang dibolehkan ialah talak yang diberikan kepada istri yang 

sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut" terdapat dalam pasal 121.  Kelima 

yaitu "talak Bid'i atau talak yang dilarang ialah talak yang diberikan kepada istri pada saat haid 

atau istri dalam keadaan suci tetapi dicampuri pada waktu suci tersebut" terdapat dalam pasal 

122. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 menyebutkan beberapa alasan 

perceraian akibat talak atau gugatan perceraian sebagai berikut: 1) Salah satu diantara seasang 

suami istri ini melakukan perbuatan zina, mabuk, judi dan sesuatu yang dilarang oleh islam yang 

sulit sekali disembuhkan.  Dan juga salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun secara 

berturut-turut  tanpa adanya izin dan alasann yang jelas. 2) salah satu sari pasangan terkena sanksi 

yaitu penjara selama 5 tahun ataupun hukuman berat lainnya selama masa perkawinan. 3) 

Melakukan tindak kejahatan terhadap pasangannya 4) Terkena penyakit atau cacat dari salah satu 

pasangan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 5) Adanya pertengkaran 

yang terus menerus sehingga sulit sekali menemukan titik  terang. 6) Suami yang melanggar 

taklid talak. 7) Salah seorang dari pasangan suami istri pindah agama atau murtad yang 

menyebabkan tidak harmonisnya lagi rumah tangga tersebut. 

Gugatan perceraian terjadi karena adanya penggugat (istri) yang melaporkan kepada 

pengadilan agama agar putusnya hubungan antara suami dan istri tersebut secara sah. Dalam 

pasal 132 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: (1) Gugatan 

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah 

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua 

pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik 
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Indonesia setempat. Istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui jalan 

khuluk, yang dijelaskan dalam pasal 161: “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah 

talak dan tak dapat dirujuk.” 

 

Karena Putusan Pengadilan 

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau 

melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Pembatalan Perkawinan berdasarkan pada undang – undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan pasal 28 ayat (1) "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 

perkawinan". Jika salah satu dari kedua belah pihak (suami-isteri) tidak dapat memenuhi syarat-

syarat perkawinan, atau jika salah satu atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi 

syarat-syarat perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama. 

Namun, pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa batalnya perkawinan 

dapat disebabkan oleh: a) Suami yang menikah, sedang dia tidak memiliki hak untuk menikah 

karena sudah mempunyai empat orang isteri, meskipun salah satu dari ke empat isterinya dalam 

iddah talak raj'i atau b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di li'annya. 

C) Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah d) Menikahi bekas isterinya yang 

telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain 

kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya. 

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ini termasuk: 1) hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah; 2) hubungan darah menyimpang, yaitu antara 

saudara, antara saudara orang tua dan antara saudara nenek; 3) hubungan semenda, yaitu mertua, 

anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri; 4) hubungan sesusuan, yaitu orang tua dan anak 

sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah saudara kandung, bibi, atau kemenakan 

dari pasangannya. 

Namun, pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perkawinan dapat 

dibatalkan jika: a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama b) 

Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, c) Perempuan 

yang dikawini masih dalam iddah dari suami lain d) perkawinan melanggar batas umur 

perkawinan yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. e) Perkawinan 
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yang dilakukan dengan paksaan, f) Perkawinan yang dilakukan tanpa wali atau oleh wali yang 

tidak berhak. 

 

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

Menurut pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Bilamana li'an terjadi maka 

perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya 

sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah". Ini berarti bahwa li'an dapat 

menyebabkan beberapa hal, seperti yang dinyatakan dalam pasal 113 dan 38. 

 

Putusnya perkawinan untuk selamanya 

Dengan kata lain, karena alasan li'an, ikatan perkawinan suami isteri berakhir untuk 

selama-lamanya. sehingga suami tidak dapat menghubungi isterinya yang telah di li'an untuk 

waktu yang tidak terbatas. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163, Ayat (1) dan Ayat (2) 

menyatakan: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Dalam beberapa 

kasus, rujukan dapat dilakukan: a) Putusnya perkawinan karena talak kecuali tiga kali talak yang 

dijatuhkan qabla al dukhul b) Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dengan alasan 

selain zina dan khuluk. 

Namun, pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bekas isteri yang 

telah dijatuhi li'an oleh suaminya tidak boleh dirujuk atau dinikahi kembali untuk selamanya. Ini 

berlaku bahkan jika isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki 

tersebut ba'da dukhul, telah habis masa iddahnya namun tidak dapat menikah lagi dengan isteri 

yang sudah di li'an. Meskipun demikian, isteri yang dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya atau 

talak ba'in qubra, isteri boleh dinikahi kembali oleh suaminya. Namun, syaratnya adalah bahwa 

isteri tersebut telah menikah dengan orang lain, kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul, dan isteri 

tersebut telah habis masa iddahnya. Pasal 70 huruf (b) dan (c) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menjelaskan masalah ini. 

 

Nasab anak kepada ibunya 

Anak yang dilahirkan oleh suami yang meli‟an isterinya dinasabkan kepada ibunya 

daripada ayahnya karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan meli‟an isterinya. 
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Namun, menurut Pasal 99 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah: 1) Anak 

yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah. 2) Anak yang dilahirkan sebagai hasil 

dari perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Menurut 

pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah menurut agama dan undang-undang tidak terputus nasab dengan ayahnya meskipun suami 

dan isterinya telah bercerai”.. 

Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di li'an oleh suaminya kepada ibunya, ini 

menunjukkan bahwa perkawinan suami dan isteri yang di li'an tidak sah dan harus diputuskan 

untuk selama-lamanya. Namun, pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyatakan 

hal ini. 

 

Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah 

Pada dasarnya suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap isteri dan anak- 

anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib :  

1) Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik dalam bentuk uang atau 

denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul. 

2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas 

isteri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil. 

3) Membayar seluruh hutang dan separoh jika qabla al-dukhul. 

4) Membayar biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. 

Suami juga mempunyai kewajiban terhadap tanggungan biaya pemeliharaan anak – anaknya 

meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri, sebagaimana dalam pasal 106 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai berikut Dalam hal terjadinya perceraian: 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih 

diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sementara itu dalam perkara putusnya 
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perkawinan karena li’an suami tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri 

yang di li’an maupun kepada anak – anaknya karena li’an tidak sama halnya dengan talak. 

 

Aktualisasi Pasal 162 Sebagai Akibat Hukum Li’an dalam Perspektif Maqashid Syari’ah 

Menurut pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan akibat hukum 

pensyari'atan li'an, putusnya perkawinan karena li'an akan memiliki konsekuensi hukum bagi 

suami dan isteri. Tujuan dari pasal 162 KHI adalah untuk memberikan perlindungan dalam 

rangka menegakkan dan menjaga maqashid syari'ah dari suatu perkawinan, yaitu Hifzul an-Nasl 

(memilihara keturunan). Adapun bentuk perlindungan dari pensyari’atan hukum li’an, antara 

lain, yaitu: 

 

Perlindungan Terhadap Suami 

Perlindungan terhadap suami dari persyari’atan hukum li’an adalah sebagai berikut: 

 

Perlindungan Terhadap Kehormatan Suami 

Kehormatan adalah sifat alami seseorang. Istilah al-„Ardh, yang berarti harga diri, juga 

merujuk pada kehormatan. Kehormatan, atau harga diri, adalah Hak Asasi Manusia (HAM) 

dalam Islam yang mencakup prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, dan toleransi terhadap 

sesama manusia. Hukum Islam memberikan kehormatan kepada suami untuk melakukan li'an 

dalam kasus tuduhan zina agar suami tidak termasuk orang yang fasik dan berdusta tentang 

tuduhannya. Jika suami main-main dan berdusta tentang tuduhannya, maka dia tergolong fasik 

dan kesaksiannya tidak akan diterima selamanya. 

 

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Suami 

Jika seorang suami mengatakan kepada pengadilan atau hakim bahwa dia menemukan 

isterinya berzina dengan orang lain dan atau menuduh isterinya berzina dengan orang lain, dia 

harus membuktikan tuduhannya dengan empat saksi yang melihat perbuatan isterinya. Jika tidak, 

suami akan dihukum dengan hukuman qadzaf karena menuduh isterinya berzina tanpa saksi. 

Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus tuduhan adalah dengan berli'an. 

Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ayat-ayat li'an dalam surat AN-Nur ayat 6–10 

dikeluarkan untuk menjawab dan menyelesaikan tuduhan Hilal bin Umayyah bahwa isterinya, 
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Khaulah binti Ashim bin Adi, berzina dengan Syarik bin Samha. Kasus Hilal yang menuduh 

isterinya berzina merupakan awal penerapan hukum li'an bagi suami yang menuduh isterinya 

berzina dengan laki-laki lain. 

Salah satu prinsip dasar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah keadilan dalam 

Islam, prinsip ini dibangun dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia. Dengan 

berli'an, suami tidak perlu mendatangkan empat orang saksi dan tidak dikenakan hukuman hadd 

qadzaf, yang merupakan hukuman yang diterima suami setelah menuduh isterinya berzina. 

Namun, konsekuensi hukum dari berli'an adalah putusnya ikatan perkawinan, bebas dari 

tanggung jawab nafkah, dan putus nasab dengan anaknya. 

 

Perlindungan Terhadap Isteri 

Perlindungan terhadap isteri dari persyari’atan atau hukum li’an adalah sebagai berikut: 

 

Perlindungan Kehormatan Isteri 

Tuduhan perzinahan dapat merusak keharmonisan perkawinan dan menimbulkan 

kebencian, dendam dan saling tidak percaya antara satu sama lain. menurut seorang istri, tuduhan 

perzinahan dapat merusak kehormatan dan harga dirinya, karena perzinahan adalah perbuatan 

yang kejam dan jahat serta dosa yang besar. 

Faktanya, hukum Islam menganggap tindakan perzinahan sebagai bentuk jarimah 

(kejahatan) dan menetapkan hukuman untuk itu. Bagi pezina yang belum menikah, mereka akan 

dihukum dengan seratus cambukan dan satu tahun pengasingan (ghairu muhshan). Namun, 

pezina yang sudah menikah, atau muhshan, dihukum rajam. Perbuatan keji lain yang terkait 

dengan zina adalah qadzaf, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan zina tanpa bukti atau saksi, 

yang dihukum 80 kali dera. Oleh karena itu, hukum Islam secara tegas melarang perbuatan zina 

dan tidak boleh seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, menuduh seseorang dengan 

tuduhan zina tanpa adanya saksi yang telah ditentukan oleh hukum islam. Tujuan dari larangan 

perbuatan zina dan qadzaf adalah untuk melindungi kehormatan dan harga diri manusia. Tuduh 

menuduh dalam perkara zina mengantarkan suami isteri ke perkara li'an, sedangkan pensyari'atan 

li'an bertujuan untuk melindungi kehormatan dan harga diri isteri, sehingga suami isteri tidak 

boleh menuduh isteri dengan tuduhan keji, yaitu zina, dan tidak boleh menafikan anak yang 

sedang dikandung oleh isteri tanpa adanya bukti dan saksi yang sah dari pihak lain. 



 
 

Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pandangan Maqashid Syariah 

87        JBPAI -VOLUME 2, NO. 1, FEBRUARI 2024  

 
 

 

 

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri 

Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri: Terpenuhinya hak dan kewajiban isteri 

dalam pernikahan adalah keadilan bagi seorang isteri. Hak terpilih seorang isteri adalah salah satu 

hak yang harus dia miliki. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) “Suami- isteri wajib memelihara kehormatanya” artinya  sepasang suami isteri 

wajib saling menjaga kehormatan satu sama lain. 

Meskipun tuduhan zina terhadap istrinya dapat merusak hak kehormatannya Karena itu, 

pensyari'atan li'an bertujuan untuk menjaga keadilan bagi isteri. Perlindungan terhadap keadilan 

isteri yang dimaksud adalah kepastian hukum bagi isteri ketika li'an terjadi; jika tuduhan 

suaminya benar, isteri akan dihukum rajam, tetapi jika isteri menyangkal tuduhan suaminya 

dengan berli'an, maka isteri tidak akan dihukum rajam. 

Untuk menjamin keadilan bagi suami dan isteri, hukum yang berlaku setelah berli'an bagi 

suami isteri harus diterapkan. Bagi pasangan, dengan putusnya perkawinan, dia akan dibebaskan 

dari segala tuduhan buruk, karena Seorang istri yang telah  berli‟an dengan suaminya  tidak  boleh 

seseorang yang menuduhnya melakukan perzinahan. 

 

Perlindungan Anak 

Perlindungan Anak Perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan dan anak-

anak mereka, termasuk hak dan kewajiban, harta bersama, pengasuhan anak, biaya pendidikan 

anak, status anak, dan masalah kewarisan dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Perkawinan ini 

dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan syari'at pernikahan, yaitu untuk 

memelihara nasab atau keturunan. Jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan putus karena 

sebab li'an, maka hukumnya juga akan dipertimbangkan dan anak akan dilindungi. Mengenai 

perlindungan anak dari pemaksaan dalam hukum li'an sebagai berikut:  

Nasab adalah saudara sedarah atau anggota keluarga berdasarkan hubungan darah ke atas 

(ayah, kakek, ibu, nenek, dan sebagainya), ke bawah (anak, cucu, dll), atau hubungan kekerabatan 

ke samping (saudara kandung,paman, dan laim-lain). Nasab termasuk salah satu landasan kokoh 

dalam membangun kehidupan kekeluargaan yang dapat mempersatukan individu atas dasar 

kesatuan darah. Kelahiran seorang anak dikaitkan dengan bapaknya melalui perkawinan yang sah 

atau fasid dan/atau hubungan seksual subhat (wath'i al-syubhat). 
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Anak-anak yang dilahirkan melalui perkawinan mempunyai hak untuk mengetahui asal 

usul keturunannya, namun konsep nasab dalam Islam tidak hanya merujuk pada asal usul orang 

tua dan sanak saudara saja, namun juga merujuk pada status kerabat dan silsilah orang tua. ke 

hubungan  antara Sebab, garis keturunan dan status garis keturunan berkaitan dengan keabsahan 

hukum dan agama anak. 

Oleh karena itu akibat hukum Li’an melindungi status nasab atau status anak. Karena 

berli'an maka nasab Anak dianggap milik ibu dan bukan milik ayah karena ayah atau suami dari 

pihak istri telah menyatakan atau menyangkal bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh 

istri tersebut bukanlah anaknya. 

 

Perlindungan Terhadap Hak Anak 

Hak merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mengartikan hak sebagai suatu yang benar, penguasaan, pemilikan, wewenang, atau kuasa 

seseorang dalam melakukan sesuatu karena diatur dengan undang-undang ataupun peraturan. 

Hak bisa diartikan juga sebagai kekuasaan yang nyata atas menuntut sesuatu. 

Anak mempunyai hak dalam kehidupan berkeluarga. Dari kewajibannya sebagai orang 

tua, ia memperoleh hak-hak yang paling mendasar: hak atas pengasuhan, pengasuhan dan 

pemeliharaan, baik yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, mental dan rohani serta 

pendidikan agama. Hak tersebut diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sebagai berikut: "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak - anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya.” 

Di sisi lain, ketentuan mengenai hak anak yang diterima dari  orang tuanya juga diatur 

dalam  undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: 

“Kedua orang tua wajib memilihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” 

Sedangkan dalam undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 

(1) hak anak yang didapatkan dari kewajiban kedua orang tua adalah sebagai berikut: “Orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memilihara, mendidik, dan 

melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat; 

c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini” 
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KESIMPULAN 

Melakukan penelitian dan mempertimbangkan terhadap uraian-uraian tersebut maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, perceraian dikarenakan Li'an diatur dalam 

Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, undang-undang secara khusus 

mengatur akibat-akibat dalam Pasal 162: a) putusnya perkawinan untuk terakhir kalinya, b) anak 

yang dikandung adalah milik ibu, dan c) hukum Islam mengecualikan suami. 

Pasal 162 Kompilasi (KHI) adalah untuk menjaga terwujudnya Maqasid Syariah dalam 

perkawinan, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Ketiga, perlindungan yang dimaksud dalam 

penerapan Pasal 162 hukum lisan adalah perlindungan hak dan kehormatan suami, perlindungan 

hak dan kehormatan istri, serta perlindungan status dan hak anak. Keempat, terdapat perbedaan 

pengaruh hukum li'an dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum keluarga Islam (Fiqh). 

klasifikasi perbedaan itu antara lain, yaitu : Dalam hukum keluarga Islam (fiqih) akibat dari 

hukum li‟an tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, 

hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum li‟an mencakup 

perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami isteri untuk selamanya, 

tidak adanya hak saling mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan  yang  sudah  di  

li‟an  oleh  suaminya  dan  penegasan  berlakunya hukuman hadd bagi suami isteri jika mereka 

mengingkari li‟an. 
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